Menimbang :

Mengingat

SALINAN

KEPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR : 141/05/1/2025

TENTANG
PENJAGA KANTOR BALAI DESA

DESA SIDOREJO KECAMATAN BENDOSARI

a.

b.

1.

KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SIDOREJO,

bahwa untuk menjaga keamanan dan kebersihan kantor
balai desa perlu menunjuk petugas penjaga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan petugas dengan Keputusan
Kepala Desa.

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun
2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
254);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2019 Nomor 40);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 58);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor
49);
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Peraturan Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidorejo
(Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2017 Nomor 4 );

Peraturan Desa Sidorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Sidorejo
Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Desa Sidorejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidorejo
Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes )
Desa Sidorejo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sidorejo
Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa
Sidorejo Tahun 2024 Nomor 2);

Peraturan Desa Sidorejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun 2025
(Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

: Menetapkan Penjaga Kantor Balai Desa, Desa Sidorejo

Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;

: Penjaga Kantor Balai Desa Desa Sidorejo bertugas menjaga

keamanan dan kebersihan seluruh areal Kantor Balai Desa
dan menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Desa Sidorejo;

: Kepada Penjaga Kantor Balai Desa Desa Sidorejo

sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diberikan
honorarium berupa bengkok sesuai dengan kemampuan
Desa yang dituangkan dalam APBDesa;

: Keputusan ini berlaku selama satu (1) tahun;
: Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan

Ditetapkan di Sidorejo

pada tanggal, 2 Januari 2025

KEPALA DESA SIDOREJO
ttd

SRIYANTO

Tembusan : dikirim kepada Yth :
1 . Ketua BPD Sidorejo di Bendosari;
2 . Penjaga Kantor Balai Desa Sidorejo;

3. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO

NOMOR

: 141 /05/ 1/ 2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

DAFTAR NAMA
PENJAGA KANTOR BALAI DESA, DESA SIDOREJO TAHUN 2025

NO

NAMA

ALAMAT

TANGGAL LAHIR

KETERANGAN

Sutoyo

Rohmad Suryani

Dk. Ngadirejo
Rt 02 Rw 04
Ds. Sidorejo

Dk. Ngaglik Rt
03 Rw 07 Ds.
Sidorejo

Sukoharjo,
21 Desember 1978

Sukoharjo,
11 Juni 1979

Sutoyo
Bertanggungjawab
Kebersihan :
1. Halaman Balai
Desa.
2. Taman
e Taman
Halaman
Kantor.
e Taman Pagar.
3. Depan Balai Desa
e Utara Jalan
Utama.
e Selatan Jalan
Utama.
Kepada yang
bersangkutan
diberikan hak/honor
Tanah Kas Desa Blok
M. 103 Luas 1.279
m?2.

Rohmad Suryani
Bertanggungjawab :

1. Kebersihan
Pendopo dan
Ruang Kantor.

2. Menyiapkan
Minum Perangkat
Desa dan Tamu
serta saat ada
acara pertemuan
pertemuan.

3. Menyiapkan /
menata meja
kursi untuk rapat.

4. Menjaga kantor di
malam hari /
Keamanan kantor.

5. Dan tugas lain
yang diberikan
Kepala Desa.

Kepada yang
bersangkutan
diberikan hak/honor
Tanah

Kas Desa Blok M. 102
Ls Luas 1.273 m? dan




Blok M. 62 Ls Luas
783 m?2, serta

mengolah Tanah Kas
sebelum
dipergunakan
peruntukanya : Blok
M. 15 (utara masjid
desa ), Blok M. 19 (
selatan PAUD ), Blok
M. 12 (utara / barat
Balai Desa ).

KEPALA DESA SIDOREJO

ttd

SRIYANTO




